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WALIKOTA KUPANG

PROVINS] NUSA TENCGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl SERTA
TATA KERJA DINAS KOPER.AS], USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menimbeng

Mengingat

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk meclalksanalan ketentuan Paszal 4 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasd
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan

Struktur Organisesi pada Instensi Pemerintah  untuk

Penyederhanaan Bimpkrasi, perlu menetapkan Peraturan

Walikota teptang Kedudukan, Busunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Teta Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kota Kupang,

1.

Pasai 18 avat ) Undang-Undang Dasar Nepara

Fepublik Indonesia Tehun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentuken Kotemadya Dacrah Tingkat T Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Nomor 43, Tambahsan Lembaran Negara Republilz
Indonesia Notnor 3633);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 20014 tentang
Pemerintahan Daerahh {Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lermbaran Negare Republik Indonesia Nomor 5587)



stbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang CipthR Keje {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 584, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63723);

Pergturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lL.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
lambaran Negara Republik Indonesia Nomor S887)
sebagaimana ielah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan FPemerintah DNemor 18 Tahun 2016
tentang Peranplat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesie Tahun 2019 Nemor 187, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6402}
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Refurmes] Birokrast Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penvederhanaan Struknur OCrganisasi pada Instansi
Pemerintah  uniuk Penyederhanaen Birokrasi (Berita
Negara Repuhlik Indunesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kota Kupang Nemor 13 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang {Lembaran Daerah Kola Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
kKupang Nomor 273} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah Kota
Kupang Nomor 6 Tahun 29 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Eota RKupang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pemhbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kola
Kupang Tahun 2019 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kupang Nomor 285);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATLURAN WALIKOTA TENTANC KEEDUDUKAN,
SUSUNAN QRGANISASI, TUGAS DAN FUNGSEl SERTA TATA
KERJA DHINAS KOPERASI, USAHA KRECI. DAN MENENGAHN
ROTA KUPANG .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1
Dalam Peraturan Deerab ini, yang dimaksud dengen :
1. Neaerah edalah Kota Kupang.
2 Pemerintzh Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Bekretarat Daerah, selanjuthya disebur Setda adaiah Sekrelariat Daerah
Kota Kupang.
Sekretaris Daeral, selanjuthya disebut Sekda adalah Selretaris Daerah

¢n

Eota Kupang.

6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenggh vang selanjutnya dieebur
Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kevil dan Menengah Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi funesi dan
tugas herkaitan dengan pelayanan  publk serta a&dministrasi
pemerintahan dan pembangunan.

& Jabatan Fungsional! adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahliat dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintah.

10.3ub Koordinetor adalrh pejabat fungsional jenjenpg ahli muda yang
ditugaskan untuk melaksanaken sebagan tugas yang diamanatkan, baik
yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas
jabalan administraior di lingkup unit kera.

11.Unit Pelaksans Teknis Daerah yang selanjuinya disehut UPTD adalah
Unsur Pelaksana Telkmis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Kupang.

i)



(1)

(4

(3)
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BaB Il
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR OROANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur petaksana Urusan Pemerintaban yang mengdi

kewenangan Daerah. -

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin cleh Kepala Dinas

yanpg berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Selcretaria Daerah,

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1| mempunyal tugas membantu

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menpedi kewenangan

dzerah di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menenggh serta Tugas

Pemba ntuan,

Dinas dalam melaksanakan tugas sehapaimana dimaksud pada avat (3)

menyelengegarakan flungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

b pelaksanaan kebijakan daeralt di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

¢ peliiksaman evaluasi dan pelaperan daerah di bidang Koperasi, Usaha
Keafl den Menengah;

d. pelaksanaan administrasi dinas daerah i bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah; dan

€. pelaksanaan hmgs! lain yang diberikan oleh Walikota lerkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimalesud dalam Pasal 2 ayat (1} merypakan Dinas
Tipe B dengan susunan organisasi terdiri atas:
a Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdirt dari:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Keperasi;
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
f Kelompok Jabatan fhimgsional; dan
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g UPTD.

Sekrelariat  sebapaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin  oleh
sekretaris yang berada d bawsah dan bertangeung jawab kepada Kepaia
Drinas.

Masing-masing Bidanp dipimpin oleh- Kepala Bidang vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Masirg- masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagan yang berada
d bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagal mana dimaksud pada avat
{1] tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisankan dari Peraturan Walikota inj

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Fesal 4

(1)Bekretariat mempunyal tugas melaksanakan keondinasi pelaicsanaan

(2)

tugas, pembinaan, pembernan dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayar (1,

Sekretariat mempunyai fungsi:

#. pelaksanaan koordinas! kegiatan di lingkungan Dinas;

b. penyvusuman rencana, program dan angearan Dines;

¢ pembinaan dan pemberian dukunigan administrasi dinas yang melipuld
e yelenggaman LTLISAN ketatau sahaan rumah tangaa,
ketatalaksanaan, kepegawaiar, kepustakaan, keuangan, kKerjasama,
hukum, organisasi, hubungan masyarskat dan keprotokolan,
kearsipan dan dekumentasi;

d pelaksanaan moniroring, evaluast dan pelaporan program kerja dinas;
dat

€. pelaksanpan hugas dinas kKin yang diberikan oleh atasan.

Pasal &

(1)Suby Begian Perencapaan dan Keuangan, mempunyai  fugas

(2)

L

melaksanaken tugss schretariat lingkup Perencanaan dan Keuangan.
Untuk melaksanakan niges sehagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub

Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai f ings:;
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MENyUSUN Tencana, program kegiatan dan anggaran Dinas;
menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dera
hngkup Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;

melaksanakan urusan tala laksana keuangan Dinas;

melaksanakan urusan jperhendshara-an dan gai lingkup Dinas;

metaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi Dinas;

menyusun laporan keuvangan Dinas; dan

melaksanakan tugas dimas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal b

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas metaksanaban

tigas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepepawaian Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas s¢baga mana dimaksud pada eyat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawsian mempunysai fungsi :

A

melakukan penympan bahan dan pelaksanaan urus:in kepegawaian
Dinas;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusen ketatausabaan
sarana dan prasarana rumah tangga Dinas;

melalnilan peEnylapan bahan dan pelaksanaan urusan,
ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan dan
dokumentasi lingkup Dinas;

melakukan penviapan behan dan pelaksanaan urusan hubungan
mesyarakat dan keprotokolan lingkup Dinas;

melalkukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan

melaksanakan tugas dinas Jain yang diberikan oleh atasan.

Posal 7

(1} Bidang Kelembegran dan Perngawasan mempunyal tras

melaksanakan, merencanakan, mengkeordinasikan dan mengendalikan

kegatan di bidang kelembagaan dan pengawasan.

2} Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada apat (1),

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan memputtyat fangsi:

& menyusun rencana programjkegiatan dan pelaksanaan program

et

kerja;



(1)

(Z)

b memverifikasi data dan jumiah koperasi yang akurat;

¢ memverifikasi dala dan jumlab koperasi simpan pin jam/unit simpan
pinjam yang akurart;

d.mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran
dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

¢. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalem pembuatan
Bporan tahunan koperesi simpan pinjamjunit simpan pinjam;

f. mengkoorlinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
pittjarmfurnit;

g mengkoordinasikan pelaksansan penikifan kesehatan kopearasi
sioipan pinjaIn/unit €mpan pinjant

h. mengkoordinasikan upaya penciptaan iktim usaba simpan pinjam
vang sehat melali penilaian koperasi;

i mengkoorndinasikan penyediarn data kesehatan koperasi sinpan
pinjarn/unit simpan pinjam;

j. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan
sanksl bagl koperasi;

k. menyusun Standar operasional Prosedur Yrogram kerja;

L menetapkan kebijgkan teknis &  hidang ketembsgaan ian
pengawasan;

m melakukan penyimpanan dan pemelibaraan dokumen di Bidang
Kelembagaan Koperasi;

n, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan kelembggaan dan pengavasan; dan

0. melaltsanakan tugas dinas Jain yang diberilkcan atasan.

Pasal 8
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperas! mempunyai lugas
melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi
Untu¥k melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada avat (1),
Bidang Pemberdayaan den Pengembangan Koperasi mempunyal fungsi:
a penyusunan dote usaha koperasi;
b pengidentifikasian dan pemetaan potensi Usaha koperasi
c.  pengkoardinasian pelaksanean pemberdaypan koperasi;
d. pengkoordinasian perluasan aikses pembiayaan/permodalan btagi

koperasi,



(1}

)

pelaksanaan promos) akses pasar bagi produk koperasi ¢ tingkat
Ibkal dan nasional:

pembanmnan jaringan kerjasama antara koperasi denpan badan
usaha lain;

pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan proteksi terhadap
usaha vang merugikan koperasi dan anggota koperagi;
pengkaordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
perencanaan bimtek usaha anggota koperasi berdasarlan jenis
usaha dan potensi wilayah;

pelaksanaan iklim usaha yarg kondusil bagi koperasi dan anggota
koperaai;

pemberian perlindungan dan adyokasi bagi usaha koperasi
menglaah. dan menetapkan pedoman dan perunjuk pelaksanaan
kegintan serta merumuskan kebijakan telmis,

menyusun standar operasional pelayanan di bidang pengembangan
den pemberdayaan koperasi;

melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelapoeran pelaksanaan
program kerja; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan ataran.

Pasal O

Bidang Pemberdayaan Usaha Milbw mempunyai tugas melaksanakan
merencanakan, mengkoordinasikan den mengendalikan kegiatan di
bidang pemberdayaan usaha mikro,

Untuk melak.sanaken tuges scebagaimana dimaksud pada ayar (1),

Bidang Femberdayaan Usaha Mikro mempunyal fungsi ;

a
b

c

menyusun rencana program/ kegialan dan peleksanaan tugas;
mengkoordinasikan pemberdas/aan usaha rmikro;

mempromosikan akses pasar bagi preduk usaha Milko di tingkar
lokal dan nasional;

mengkoordinasikan izin ussha miko lkecil (IUMK);
mengkoordinasikan pengembangan usaha Mikro denean orientasi
skala ussha mikro menjadi usaha kecil;

menghoordinasikan pengembangan kewirausahaan,

menetapkan kebijakan teknis dan menelaah peraturan perundang-
undangan;

memberikan byvanan teknis d Bidang permberdavaan usaha milore;



(1)

]

2

(3)

(1)

i melakukan Sosialisasi, Tdentifikasi, Promosi serta standarisasi
kepada Usaha Mikro Kedl dan Menengah;

1 peleksanaan menitoring dan evaluasi dan pelaporan  kegialan
pemberdayaan usaha mikro;, dan

k. melaksanakan tugas kin yang diberikan atasan.

BAR TV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 10
Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
tekniz operasional danfatau kegiatan teknis penunjang yvang menjadi
kewenangan,
UPTD s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1], merupakan bagian dari
Perangkat {Jaerah vang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Ketentuan Jebik lanjut mengenei nomenklatur, jumlah dan jenis,
susunan grganisasi, tiugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimalcsud pada
ayal {1), dialur dengan Peératuran Walikoda,

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Fasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifat teknis sesuai keahlian
dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimans dimaksud pada ayal {])
terdni dari sejumlah tenaga jebatan fungsional yang terdapat dalam
bherbagai kelompok sesuai dengen bidang keabliannya.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagammana dimaksud pada ayat
{2] ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diamur

scsuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Pejabar Fungsional berkedudukan dibawah dsen bertangsung jawab
secara langsung kepada pejpbat tinggi madya, pejabat pimpinan btnegi
ptatama, pejabal admimstrafor, atay pejabat pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan lugas Jabatan Fungsional.



{2

(3]

(<

[5)

Penerntuan Ixrkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaiken dengan struktur
organisasi

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator JJabatan
Fungsional yang ditetapkan esleh ]'JIE',_iE-I.bE.t Pembina kepegaweian atas
usulan pe@bat yvang benvenang.

Sut Koordinator sehagpimana dimaksud pada avat (3) melaksanakan

tugas penyusunan rencana, pelzksanasan dan pengendalian,

pemantzian dan evaluasi, serta pelaporan pada satu  kelompok

subslansi pada masing-masing pengelompokan fungsi  jabatan

administrator

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdini atas:

a, sub koardinator substansi kelembagaan dan perijinan;

b sub koordinator substansi keanggotaan dan penerapan peraturan;

¢. sub koordinator subsiansl pengawasan dan  pemernispan dan
penilaian keschatan;

d. sub koordinaior substansi Fasilitasi usaha;

w

sub koordinater substansl peningkatan kualitas sumber dayva

manusia koperasi;

f sub koordinator substansi pengemhbengan, penguatan dan
perlindungan usahe koperasi,

g sub koordinator substansi fasilitesi usaha mikro;

h. sub koordinator substansi pengembangan, penguatan dan
perlindungan ussha mikro; dan

i sub koordinator substansi peningkatan kualitas kewirausahaan.

BAE VI
TATA KERJA

Pasmal B

(1) Dalam melaksanaltan tugesnya, setiap wnsur organisasi wajb
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan  organisasi  di

lingkungan pemeriniah daerah  &erta dengan instansi lain 4 luar

pemerintah daerah sesual dengan tugas masing-masing

e 1%



{2) Setap unsur organisgsi wajbh mcngawasi bawahanpya masmg-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

{3 Setiap unsur organisasi wajb bertanggung jawab memimpinn  dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingen seata petunjnk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{4 Setiap unsur organisasi wajb mengkuti dan mematuhi petunjuk yang
diberiken dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta
menyiapkan dan menyampaikan laporan baik instdentil maupun berkala
pada waktunya.

{2} Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi dari bawahannya
wajb diolah dan dipergunakean sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

5] Setiap laporan yang disampoiken kepada aipsan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satusn organisssi  lainmya yang  secarta
fungsional mempunvai hubungan kerja

{7)Dalam melaksanakan tugas, setapy unsur eorganisasi wajb  wajb
mengadaikan rapat berkala dalam rangke pemberian bimbingan dan
petunjuk kepada bawahan masing- masing.

BAE Wil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Pada saat Peraturan Walikota ini nwlai berlakw, pewbal yang ade iutep
melaksenakan tugssmisa sampal dengan ditetapkan pejabal yang haru
berdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB Vill
KE TENTUAN PENUTUFP

Pazal 15

Pada saat omlai berlakunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Kupang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi scria Teta Kerga [inas Koperasi, Usahe Kecil dan
Menengah Kote Kupang [Derita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomar 240)
dic ahut den dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku npada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota nl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola Ku pang.

Ditetapkan di Kupsng
paﬂa ta 1 3 D'E.‘.SE' r 2021
ALI [{U NG,

g TE: D E RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tangeal 31 Desember 2021

C{bsz-:“ ARIS DAERAH KOTA KUPANG ,a-"

i

¥ (l&w JRIESTLEY FUNAY
BERMA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 566
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